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SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/HUK/2026
TENTANG
DUTA SEKOLAH RAKYAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sekolah
rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Sekolah Rakyat, diperlukan figur teladan yang mampu
menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat,
peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan,;

bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri
ini dipandang memiliki kapasitas, integritas, dan dedikasi
tinggi terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Sosial tentang Duta Sekolah Rakyat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 358);

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
504);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2025 Nomor 509)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG DUTA SEKOLAH
RAKYAT.
KESATU : Menetapkan Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya,
S.S.T.Han., M.Si., sebagai duta sekolah rakyat.
KEDUA : Duta sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. memperkenalkan, menyosialisasikan, dan mengedukasi
masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta
pelaksanaan sekolah rakyat;

b. memberikan motivasi dan teladan bagi peserta didik,
orang tua, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat
dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan
sekolah rakyat; dan

c. menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada
Kementerian Sosial dan/atau kementerian/lembaga
terkait mengenai perbaikan dan optimalisasi program
sekolah rakyat.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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